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MOTTO 

 

 

 

“Bila tidak mungkin menjadi jalan tol, jadilah anda jalan setapak 

Bila tidak mungkin jadi mentari, jadilah anda bintang 

Berhasil atau gagal bukanlah suatu ukuran 

Apapun jua jadilah yang terbaik ... ”
 

 

(Douglas Malloch)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  Dikutip dari : Menuju Puncak Prestasi, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2 
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RINGKASAN 

 

 

Untuk menghadapi perdagangan bebas dan memaksimalkan manfaat kehadiran 

modal asing tersebut, maka pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Singapura 

dalam Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) tanggal 25 Juni 2006 di Pulau Batam. Mou Kawasan Ekonomi Khusus yang 

telah disepakati tersebut bertujuan untuk membentuk KEK yang mencakup 

penanaman modal, keuangan dan perbankan, perpajakan, bea cukai, imigrasi, tenaga 

kerja dan pengembangan kapasitas, selanjutnya Singapura akan memberikan 

kapasitasnya dengan fokus pada capasity building, networking dalam rangka 

menembus pasar mancanegara atau liberalisasi penanaman modal. Tidak diaturnya 

Memorandum of Understanding di dalam hukum konvesional di Indonesia, banyak 

menimbulkan kesimpangsiuran dalam prakteknya, misalnya apakah Memorandum of 

Understanding sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia, atau apakah 

Memorandum of Understanding bisa dikategorikan setingkat dengan perjanjian yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan siapa yang bertanggung 

jawab apabila terjadi suatu pengingkaran di dalam kesepakatan semacam ini, juga 

yang paling ekstrim adalah ada yang mempertanyakan apakah Memorandum of 

Understanding merupakan suatu kontrak, mengingat Memorandum of Understanding 

hanya merupakan suatu nota-nota kesepakatan saja 

Rumusan Masalah meliputi : (1) Apakah MoU Indonesia-Singapura tentang 

kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki kekuatan hukum mengikat bagi 

kedua belah pihak ? dan (2) Bagaimanakah cara penyelesaian jika terjadi sengketa 

dalam pelaksanaan MoU tersebut ?  Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk 

memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang 

hukum khususnya hukum perjanjian. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, 

dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan 

pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.  



 

xiii 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Kedudukan 

memorandum of understanding, belum ada kesepahaman yang baku menurut pendapat 

para ahli hukum. Sebagian ahli hukum memandang memorandum of understanding 

bukan sebagai perjanjian karena isinya belum mencerminkan hakikat perjanjian, 

melainkan baru merupakan tindakan pendahuluan yang masih akan ditindaklanjuti 

dengan perjanjian yang sesungguhnya. Jadi dalam hal ini memorandum of 

understanding bukan merupakan perjanjian karena perjanjiannya sendiri belum 

terbentuk. Sementara sebagian ahli hukum yang lain berpendapat bahwa memorandum 

of understanding merupakan perjanjian karena elemen-elemennya dapat dianggap 

memenuhi persyaratan dan memiliki elemen perjanjian. Memorandum of 

understanding sebagai suatu gentlement agreement, berarti bahwa memorandum of 

understanding mengikat hanya sebatas ikatan moral belaka. Sebagai gentlement 

agreement memorandum of understanding tidak mengikat secara hukum dan pihak 

yang melakukan pengingkaran terhadap memorandum of understanding tidak dapat 

digugat ke pengadilan. Sebagai ikatan moral, jika ada pihak yang melakukan 

pengingkaran terhadap memorandum of understanding maka di kalangan bisnis 

reputasinya akan jatuh. Kekuatan mengikatnya suatu memorandum of understanding 

sebagai gentlement agreement tidak dapat disejajarkan dengan perjanjian pada 

umumnya, walaupun memorandum of understanding dibuat dalam bentuk yang paling 

kuat seperti dengan akta notaris. 

Saran yang dapat diberikan bahwa Memorandum of understanding sebagai 

agreement is agreement berarti apabila suatu perjanjian sudah dibuat, apapun 

bentuknya, baik lisan maupun tertulis, baik pendek maupun panjang, lengkap maupun 

hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, tetap saja merupakan perjanjian dan 

karenanya mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya suatu perjanjian. Dalam 

hal ini seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian sudah bisa diterapkan 

kepadanya. Kalau suatu perjanjian hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, 

maka mengikatnya hanya terhadap hal-hal pokok tersebut, atau jika suatu perjanjian 

hanya berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu, maka mengikatnyapun hanya untuk 

jangka waktu tertentu tersebut.  
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